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ABSTRAK 

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap 

penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak 

penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti potong pajak yang 

wajib diberikan oleh subjek pemotong pajak. Namun pada realitanya, masih banyak 

wajib pajak yang tidak menerima bukti potong setiap dilakukannya pemotongan pajak. 

Sejatinya, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak, pemotongan dan 

pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, begitu juga dengan subjek pemotong 

pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Maka yang menjadi permasalahan 

yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah terkait aturan jelas terkait kewajiban 

pemberian bukti potong PPh dari kedua undang-undang tersebut. Untuk mengetahui 

lebih lanjut fenomena tersebut dan pengaturannya, penelitian ini akan menggunakan 

metode penilitian yuridis normative, guna melakukan tinjauan terhadap kedua undang-

undang tersebut serta mengetahui pengaturan mengenai kewajiban pemberian bukti 

potong dalam UU KUP dan UU PPh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU 

KUP dan UU PPh belum mengatur secara lebih lanjut dan eksplisit terkait kewajiban 

pemberian bukti potong pph. Kedua UU ini juga tidak mengandung pasal yang 

mengatur sanksi tegas yang akan diberikan bagi subjek pajak yang tidak memenuhi 

kewajibannya memberikan bukti potong pajak. 

 

Kata Kunci: Bukti Potong, Pemotongan Pajak Penghasilan, Subjek Pemotong Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan jaman selalu diikuti oleh perkembangan di bidang sosial, budaya, 

teknologi dan ekonomi. Untuk mengikuti perkembangan yang semakin cepat, faktor 

ekonomi suatu negara menjadi syarat yang sangat dibutuhkan.  Salah satu upaya untuk 

memperkuat ekonomi negara yaitu melalui penerimaan negara. Penerimaan pajak 

adalah pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan 

umum, dengan mengecualikan denda, dan kontribusi social security dari penghasilan.1  

Dimana dalam satu tahun terakhir, yakni di tahun 2018, persentase pajak mengalami 

kenaikan yaitu naik sebesar 11,7 persen  dari seluruh penerimaan negara, sehingga 

sangat berpengaruh bagi sistem perekonomian.2  Penggunaan uang pajak, diantaranya 

meliputi : 3 

                                                 

 

 

1 Oktiya Damayanti dan Suhadak, PENGARUH TINGKAT INFLASI, ECONOMIC GROWTH, DAN TARIF 
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASIA, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 
2016 
2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Target Penerimaan Perpajakan ABPN 2019 Optimal 
Namun Realistis, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-
2019-optimal-namun-realistis/ diakses pada 9 Februari 2019 pukul 17.00 
3 Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-Jensinya, https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-
fungsi-dan-jenis-jenisnya diakses pada 9 Februari 2019 pukul 17.40 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-2019-optimal-namun-realistis/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-2019-optimal-namun-realistis/
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
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1. “Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai 

dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.  

2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, 

Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas).  

3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit/puskesmas, kantor polisi.  

4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh 

lapisan masyarakat.” 

 

Maka dalam hal ini, pajak merupakan sumber penerimaan utama yang menyumbang 

persentase yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Sesuai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan 

negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky 

K. Judisseno adalah sebagai berikut:4 

 

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga negara 

dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara” 

 

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan 

dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan 

nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan 

Peraturan-peraturan pemerintah. 

Dengan diterapkannya pajak, salah satu tujuan negara yang ingin dicapai adalah 

menciptakan kemakmuran serta keadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. 

“Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang 

pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

                                                 

 

 

4 Judisseno, Remsky K., 2016, Perpajakan. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. hlm 6 
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”5  

Selain itu menurut Benyamin Franklin  

“….di dalam masyarakat manusia yang pasti adalah kematian dan pajak.”6  

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan 

kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan 

berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.7 Maka, dalam 

penerapannya, antara kewajiban dan hak setiap masyarakat  sebagai subjek pajak 

haruslah seimbang. Sehingga nantinya selaras dengan Asas Keadilan yang menjadi 

landasan dalam menjalakan kegiatan perpajakan.   

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tiap warga negara Indonesia merupakan 

wajib pajak yang sudah seharusnya menjalankan kewajibannya dan memenuhi haknya. 

Salah satu kewajban asasi manusia terhadap masyarakat tempat ia hidup ialah 

membayar pajak.8  Membayar pajak, tidak saja berarti kewajiban ikut serta memikul 

beban negara, tetapi juga merupakan hak untuk ikut serta memikul sebagaian dari 

beban negara, sesuai dengan kemampuannya. Menurut Oyok Abuyamin  Bin H. Abas 

Z, dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, dikatakan bahwa kewajiban wajib 

pajak adalah :9 

“Sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan; Sesuatu yang harus 

dilaksanakan; pekerjaan; tugas; Tugas menurut hukum perpajakan, tugas di bidang 

perpajakan, yang harus, yang wajib dilaksananakan oleh Wajib Pajak, baik orang 

pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut 

pajak.”   

                                                 

 

 

5 Pasal 1 Undang – Undang no. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan 
6 Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, Pilar-Pilar Perpajakan, Mega Rancage Press; Bandung, 2015, hlm 3 
7 Nanang Sulaeman, PENERAPAN PENGHASILAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23, 
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
8 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan Revisi: 1 
9 Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, Perpajakan, Mega Rancage Press; Bandung, 2015, hlm.4. 
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Sedangkan pengertian Hak Wajib Pajak menurut beliau adalah :10 

“Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang 

perpajakan, aturan perpajakan) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut 

sesuatu, wewenang menurut hukum pajak; berhak v 1 mempunyai hak, di bidang 

perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik orang pribadi atau Badan, yang 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak.” 

 

Pemberian bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh subjek pemotong pajak berdasarkan Undang – Undang no 36 tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemotongan tersebut wajib dilakukan oleh :11 

“a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 

pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; 

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas; dan 

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan.” 

 

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk 

melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar 

oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai 

keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana 

pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-

peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 

                                                 

 

 

10 Id.hlm.3 
11 Pasal 21 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
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Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang 

dianut oleh pemerintah yakni sistem self-assessment yang berarti wajib pajak 

melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem self-assessment 

tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak 

untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan 

yang berlaku. 

Namun dalam hal menegakkan pajak, seringkali hanya kewajiban wajib pajaklah yang 

selalu ditekankan, namun hak wajib pajak justru dikesampingkan dan menjadi 

terlupakan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian Hak Wajib Pajak yang telah 

dijelaskan, penulis dalam hal ini ingin mengkaji salah satu hak yang seharusnya 

diperoleh wajib pajak terkait pemotongan pajak, yaitu hak menerima bukti potong atas 

Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) setiap 

saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak yang memotong pajak. 

 

Sehingga jelas bahwa mekanisme pemberian bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 

23 melibatkan dua pihak yaitu itu subjek pemotong pajak yang harus menjalankan 

kewajibannya dan subjek yang dipotong pajaknya yang berhak untuk memperoleh 

bukti potong disetiap pemotongan. Namun seringkali pada penerapannya, salah satu 

pihak baik secara sengaja atau tidak, tidak memenuhi kewajibannya dan bahkan 

bersifat acuh tak acuh terhadap haknya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban oleh Wajib pajak, 

diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan pada suatu negara, pelayanan 

Wajib Pajak, penegakan hukum dalam perpajakan,dan besarnya tarif pajak.12 Jika salah 

satu faktor pendukung tidak berjalan sesuai fungsinya, jelas akan timbul 

                                                 

 

 

12 Supra note 1. 
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ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan aturan yang ada.  Hal ini 

mencerminkan adanya ketedikasesuaian antara das Sein dan das Sollen. 

 

Sehingga jika salah satu pihak ataupun kedua pihak tidak memenuhi apa yang tertulis 

dalam aturan, maka jelas akan timbul masalah hukum, yang cenderung berdampak 

pada adanya ketidakadilan dalam penegakan pajak tersebut, serta tentunya berpengaruh 

pada proses administrasi selanjutnya yang harus ditempuh, yang nantinya juga akan 

menghambat perekomonian negara.  Oleh karena itu apabila wajib pajak telah patuh 

dan konsisten dalam pemenuhan pajak, maka administrasi perpajakan juga harus 

memberi perlakuan timbal balik yang baik dan konsisten, agar tercipta hubungan yang 

baik antara wajib pajak dan pihak administrasi perpajakan, demi kepentingan umum.  

Hal itu selaras dengan salah satu asas yang diterapkan dalam hukum perpajakan, yaitu 

asas konsistensi dan saling menghargai, yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak 

mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan konsisten sepanjang masa.13 

 

  Dan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan baik, benar dan 

lengkap, tentunya diperlukan pengetahuan tentang perpajakan yang cukup mendalam, 

khususnya terkait hukum pajak, hukum positif perpajakan, maupun Undang-Undang 

Perpajakan. Maka dengan tujuan untuk mengkaji dan menegakkan aturan terkait 

penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Pemberian Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan” 

                                                 

 

 

13 Supra note 6, hlm. 50.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis akan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

 

1) Apakah UU KUP dan UU PPh telah mengatur kewajiban Wajib 

Pajak dalam memberikan bukti potong PPh Pasal 23? Dan 

Bagaimana kepatuhan pemberian bukti potong PPh Pasal 23? 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Maka berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penilitan ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui efisiensi UU KUP dan UU PPh dalam mengatur kewajiban 

Wajib Pajak dalam memberikan bukti potong serta untuk mengetahui 

kepatuhan Wajib Pajak terkait peraturan mengenai kewajiban pemberian bukti 

potong PPh Pasal 23. 

 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai 

berikut: 

 

1) Manfaat teoritis, yaitu memberikan pengetahuan tentang pemotongan pajak 

berdasarkan PPh Pasal 23, dan pengaturan pemberian bukti potong yang dalam 

hal ini menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi dalam penerapan PPh Pasal 23, 

beserta fungsi dan manfaatnya pemberian bukti potong berdasarkan pasal 

tersebut. 

2) Manfaat praktis, yaitu memberikan analisis mengenai kepatuhan Wajib pajak 

dalam pemberian bukti potong PPh Pasal 23. Selain itu juga memberikan 
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pemikiran dalam mengimplementasikan PPh Pasal 23 ke dalam asas dan 

kehidupan sehari-hari. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode merupakan   cara teratur 

yang dipakai untuk melakukan sebuah usaha dengan harapan tercapainya suatu tujuan 

tertentu.14 Sedangkan Penelitian diartikan secara harafiah merupakan suatu cara untuk 

mendapatkan kebenaran data atas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan.15 

Metode penilitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. 

Lain halnya dengan metode penelitian, metodologi penelitian diartikan secara berbeda, 

yaitu merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau 

melaksankan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan 

kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan 

pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.16 

 

Penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu 

hukum. Pada penelitian yang akan Penulis lakukan kali ini adalah menggunakan 

metode yuridis-normatif. Metode ini dipilih karena tulisan adalah kajian terhadap 

Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun yang 

diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka himpunan data-data 

tersebut diperoleh dari: 

 

                                                 

 

 

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
15 Id. 
16 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahamai, Rajawali Press, 
2017, hlm 11. 
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Bahan primer: 

- Undang-Undang Dasar 1945 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  

- Peraturan Dirjen Pajak PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau 

Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya 

 

Bahan Sekunder: 

- Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapat para 

ahli, buku-buku tentang Pajak dan jurnal penelitian yang relevan. 

 

Bahan Tersier: 

- Bahan hukum penunjang yang mencakup petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan 

internet. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan dari satu bab yang lainnya. 

Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penilitian, metode penilitian dan sistematika dari penulisan 
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BAB II: Pengaturan dan Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai mekanisme dan pengaturan PPh 23 berdasarkan 

undang-undang maupun aturan terkait. 

 

BAB III: Hak, Kewajiban, dan Sanksi Bagi Subjek Pajak Serta Penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan 

pasal 23. Selain itu akan dijelaskan pula secara lebih spesifik mengenai hak, kewajiban, 

dan sanksi bagi subjek pajak dan peranan pajak dalam penerapan PPh pasal 23.  

 

BAB IV: Analisis Yuridis Terkait Kepatuhan Pemberian Bukti Potong PPh 23 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis terkait penerapan kepatuhan kewajiban 

pemberian bukti potong oleh Waib Pajak, yang dipengaruhi oleh faktor aturan yang 

berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 

 

BAB V: Penutup 

Dalam bab ini akan dituliskan kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang 

dilakukan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya. 
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